BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Hukum mempunyai kemampuan sebagai fungsi social engineering atau sebagai social
control yang berfungsi untuk membentuk perilaku sosial dalam merespon perkembangan
kehidupan manusia. Tak jarang pula manusia harus dihadapkan dengan konflik yang mewarnai
kehidupan, berawal dari permasalahan yang mengiringi setiap aktivitas dalam kehidupan
manusia. Menurut Satjipto Rahardjo, perubahan sosial merupakan ciri yang melekat dalam
masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat itu mengalami suatu perkembangan.' J.C.T.
Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto berpendapat bahwa hukum adalah peraturan-
peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan
masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap
peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.”
Beragam permasalahan yang menimbulkan konflik diantara manusia sebagai makhluk
sosial tentunya tidak selalu dapat diselesaitkan dalam waktu yang singkat dengan hasil dari
pemecahan masalah yang dapat diterima bagi para pihak yang berselisih, bahkan tidak jarang
berujung pada munculnya sengketa. Namun sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna,
manusia tentunya senantiasa mengusahakan dan berupaya dengan berbagai cara terbaik untuk
tercapainya solusi yang diinginkan, sehingga terciptanya keseimbangan dan keselarasan dalam
kehidupan manusia. Tindak lanjut dari sengketa yang timbul dalam masyarakat tentunya

menimbulkan upaya untuk dapat diselesaikan melalui suatu wadah yang ditentukan oleh
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masyarakat itu sendiri yang berawal dari kelompok yang terkecil dalam masyarakat (seperti
halnya keluarga) sampai dengan lembaga Negara yang dilengkapi dengan seperangkat aturan
hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama
sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan
pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Sejarah perkembangan atau kehancurannya
ditentukan pula oleh tanah, masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan peperangan
yang dahsyat karena manusia-manusia atau suatu bangsa ingin menguasai tanah bangsa lain.

Tanah sangat berharga bagi masyarakat Indonesia. Bisa kita lihat, misalnya, dari
ungkapan orang jawa: “sadumuk bathuk sanyari bumi ditohi satumekaning” yang memiliki
arti walau hanya menyentuh kening atau sejengkal tanah akan dibela sampai mati.

Tanah bagi masyarakat Indonesia telah menjadi sarana yang sangat dibutuhkan dalam
kehidupan sehari-hari. Baik pangan, sandang, papan semua kebutuhan primer masyarakat
Indonesia membutuhkan tanah. Dari pertanian, peternakan, perkebunan hingga tempat tinggal
membutuhkan suatu lahan pertanahan.

Tanah bahkan telah berkembang menjadi kebutuhan lintas sektoral yang mempunyai
dimensi ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Tanah adalah
nadi bagi masyarakat, bangsa dan negara.-Seluruh keberlangsungan kehidupan bergantung
pada tanah.

Berdasarkan ketentuan dari PP No. 10 Tahun 1961 bahwasanya pendaftaran tanah
dilakukan oleh Kementerian Agraria. Hal ini tercermin dari bunyi pasal 1 PP No. 10 Tahun
1961:

“Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri

Agraria untuk masing-masing daerah.”



Melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan
Nasional, maka Direktorat Jederal Agraria Departemen Dalam Negeri ditingkatkan menjadi
Badan Pertanahan Nasional yang dipimpin oleh seorang kepala BPN yang bertanggungjawab
kepada Presiden. Sedangkan dari segi oprasionalnya bertanggungjawab kepada Menteri
Sekretaris Negara dengan sususnan organisasi sebagaimana ditetapkan Oleh Keputusan Kepala
BPN No. 11/BPN/1988°

Ditingkat daerah dibentuk organisasi Kantor Wilayah BPN untuk tingkat Provinsi dan
kantor pertanahan untuk tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan keputusan Kepala BPN Nomor
1 Tahun 1989.

Sesuai bunyi dari pasal 5 PP No. 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwasanya
pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya dalam pasal
1 menjelaskan keperluan dari adanya pendaftaran tanah yaitu:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara
terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan,
pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta
dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk
pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak
milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Masalah yang menyangkut pertanahan memiliki kerumitan yang sangat tinggi, hal ini
disebabkan oleh kenyataan yang menunjukkan bahwa kebutuhan manusia akan tanah
senantiasa meningkat seiring dengan laju pertumbuhan dan pembangunan di segala bidang.
Disisi lain, secara kuantitas jumlah tanah tidak bertambah luas atau seperti dikatakan Rowon
Simpson bahwa “tanah itu adalah tidak bergerak, sehingga secara fisik tidak dapat

diserahkan/dipindahkan/dibawa dan kedua tanah itu adalah bersifat abadi”.* Oleh karena itu,

permasalahan di bidang pertanahan dituntut agar dapat mengelola tanah yang tersedia secara
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optimal, sehingga masing-masing kepentingan dapat diakomodir secara proposional sebagai
pencerminan dari cita-cita pembangunan nasional di segala bidang.

Salah satu contoh sengketa yang timbul ditengah-tengah masyarakat adalah sengketa
tanah warisan. Ketika seseorang telah meninggal dunia maka akibat hukum yang selanjutnya
timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana
pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia
tersebut yang diatur dalam hukum waris.” Pasal 834 KUHPerdata menyatakan bahwa: ahli
waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang
memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak,
demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Jadi dapat
disimpulkan bahwa barang siapa yang merasa oleh karena kedudukannya sebagai ahli waris
berhak untuk menuntut hak-haknya sebagai ahli waris baik secara litigasi ataupun non-litigasi.
Jadi menurut hemat penulis dalam hukum waris adalah tentang bagaimana mempertahankan
hak sebagai waris dengan tatacara perpindahan harta yang sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Hak atas tanah yang diperoleh dari negara terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak
guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan. Tiap-tiap hak mempunyai karakteristik
tersendiri dan semua harus didaftarkan menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan.
Salah satu kekhususan dari hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan diahlikan kepada pihak lain. Salah
satu kekhususan dari hak milik ini tidak dibatasi oleh waktu dan diberikan untuk waktu yang
tidak terbatas lamanya yaitu selama hak milik ini masih diakui dalam rangka berlakunya Pasal
27 Undang-Undang Pokok Agraria, kecuali akan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Pokok

Agraria.
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Menurut Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik adalah hak turun temurun,
terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat berahli dan
diahlikan kepada pihak lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak milik adalah hak yang
tidak dapat diganggu gugat oleh karena hubungan perdata antara subyek dan hak tersebut yang
melekat pada dirinya. Sengketa atas tanah hingga saat ini masih sering terjadi di berbagai
kalangan, baik kalangan atas, menengah, maupun bawah, dalam hal obyek sengketa yang
masih dikuasai oleh salah satu ahli waris yang bersengketa maupun oleh pihak ketiga secara
melawan hukum yang menjadikan kedudukan tanah tersebut menjadi tidak jelas
kepemilikannya.

Dalam perkara nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Byl yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri
Boyolali, diketahui bahwa subyek yang bersengketa adalah ahli waris yang mempunyai hak
atas tanah warisan dari orang tuanya yakni tuan Prawoto dan nyonya Sumini yakni Suripto
(yang untuk selanjutnya dalam penelitian ini disebut Pengugat I) dan Sugiyono (yang untuk
selanjutnya dalam penelitian ini disebut Penggugat II). Obyek sengketa dalam perkara ini
merupakan peninggalan dari almarhum tuan Prawoto yakni tanah pekarangan beserta bangunan
bagian utara seluas 471m?” dari luas seluruh tanah yang dimiliki sebesar 1110m?, tercatat dalam
buku C desa Pengkol kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, No. 398 persil 226-5 kelas
IIT luas 1110m’, atas nama Prawoto terletak di desa Pengkol RT. 02 RW. 04 Desa Pengkol,
Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas utara yakni saluran air, batas
selatan yakni tanah pekarangan milik Parsih, batas barat yakni jalan, dan batas timur yakni
tanah pekarangan milik Saliyem. Obyek sengketa tersebut masih utuh dan belum pernah
dialihkan kepada siapapun termasuk kepada Mulyono (yang untuk selanjutnya dalam
penelitian ini disebut Tergugat I).

Obyek sengketa pada tahun 1989 diserahkan pengelolaan dan penguasaannya kepada

saudara Para Penggugat yang bernama Mbah Sujud, hal ini dikarenakan ketika itu Sujud tidak



memiliki tempat tinggal, sedangkan Penggugat | merantau ke Sumatera sampai dengan sekitar
tahun 2010 dan Penggugat II juga merantau ke Jakarta sampai sekarang ini.

Pada tahun 1991 Sujud yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dan menguasai
obyek sengketa meninggal dunia, sehingga sejak saat itu obyek sengketa berupa tanah dan
bangunan tersebut kosong. Pada sekitar akhir tahun 1991 Tergugat tanpa seijin dan
sepengetahuan Para Penggugat menempati, menguasai dan mengelola obyek sengketa tersebut.

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum, bahkan
Tergugat I telah melakukan peralihan hak atas tanah peninggalan almarhum Prawoto menjadi
atas nama Tergugat I dalam sertifikat hak milik (SHM) No. 1449 dengan alasan hibah secara
lisan dari tuan Prawoto pada tahun 1991.

Oleh karena tuan Prawoto dan nyonya sumini telah meninggal dunia dan meninggalkan
dua orang anak yaitu Suripto (Penggugat ) dan Mulyono (Pengggugat I1) maka kedudukannya
adalah sebagai ahli waris dari kedua orang tuanya. Para Penggugat berhak sebagai pewaris atas
harta peninggalan.

Berdasarkan surat keterangan kematian dari tuan Prawoto meninggal pada tahun 1971
sedangkan nyonya Sumini meninggal pada tahun 1976. Terlihat jelas bahwasanya hibah lisan
yang menjadi alasan Tergugat Iuntuk memiliki hak tanah dari tuan Prawoto adalah palsu.

Pengadilan Negeri Boyolali dalam putusannya menyatakan bahwa Tergugat I, 11, dan III
dalam perkara ini telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan bahwa
sertifikat hak milik (SHM) No. 1449 atas nama Mulyono (Tergugat I), Desa Pengkol,
Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki
kekuatan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai
proses penyelesaian sengketa tanah warisan yang dikuasai pihak ketiga secara melawan hukum

dengan akibat hukum pembatalan sertifikat hak atas tanah ini dalam judul penelitian



“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN HAK MILIK YANG DIDASARKAN PADA

HIBAH LISAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 28/PDT.G/2013/PN.BYL)"

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan
permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pembatalan hak milik dari alas hak yang cacat hukum (hibah lisan)
menurut UUPA?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dan amar putusan perkara No. 702 PK/PDT/2016
ditinjau dari UUPA?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang
akan diteliti adalah sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan pembatalan hak milik dari alas hak yang cacat hukum
menurut UUPA.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum dan amar putusan perkara No. 702

PK/PDT/2016 ditinjau dari UUPA.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan penelitian skripsi yang penulis lakukan
dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya terkait
dengan proses penyelesaian sengketa tanah warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga secara
melawan hukum dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

1.4.2 Manfaat Praktis



Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih kepada

penegak hukum terhadap sengketa tanah warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga secara

melawan hukum dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi sistematika penulisan dalam beberapa bab yang mencakup hal-hal

sebagai berikut:

BAB I

BABII

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

Bab ini memuat awal dari pembahasan yang akan Penulis paparkan,
seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian dan sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas 2 (dua) sub pembahasan yang terdiri dari landasan
teori pada bagian pertama dan landasan konseptual pada bagian kedua.
Landasan teori memuat teori-teori dari hasil penelitian Penulis, yang
terbagi dalam 5 Bagian kedua yaitu landasan konseptual berbicara
mengenai -pengertian terkait pembahasan dalam penulisan skripsi
Penulis.

METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian,
jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan
pendekatan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS



BAB V

Bab ini secara rinci membahas mengenai rumusan masalah yang telah
dipaparkan Penulis terkait penyelesaian hukum atas pemberian ganti
rugi terhadap tanah sisa yang tidak terkena Pengadaan Tanah Bagi
Kepentingan Umum dan pertimbangan hukum dan putusan Majelis
Hakim yang didasari peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan
prinsip-prinsip hukum.

PENUTUP

Bab ini berisi akhir pembahasan Penulis, yang terdiri atas kesimpulan
atas hasil penelitian dan pembahasan masalah dan juga saran sebagai

solusi terhadap topik penelitian.



